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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA

Oleh :
Ainul Masruroh, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Abstrak

Diundangkannya UU No.5 Tahun 1999 menghendaki
terwujugdnya iklim usaha yang kondusif guna menjamin kepastian
berusaha yang sama bagi pelaku usaha, Di sisi lain pasal 50 (h) UU
No.5 Tahun 1999 mengecualikan pelaku usaha yang tergolong usaha
kecil, apakah usaha kecil dikecualikan secara keseluruhan dari UU
No. 5 Tahun 1999 atau usaha kecil dilindungi dari praktek monopoli
yang dilakukan oleh usaha besar, hasil penelitian menunjukkan
usaha pemberdayaan UMKM tidak boleh mengorbankan efisiensi
ekonomi namun harus digerakkan melalui mekanisme pasar karena
secara oprasional UMKM bukanlah pesaing usaha besar. UMKM
adalah pesaing bagi UMKM lainnya yang berarti bahwa UU No.5
Tahun 1999 telah mengukuhkan pelembagaan dualisme ekonomi
dan mengizinkan berlakunya hukum rimba dalam lingkungan UMKM.
sementara asas UL No.5 Tahun 1999 mencantumkan bahwa asas
‘ kegiatan usaha Indonesia adalah asas demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum. penelitian perpasal dari UU No. 5 Tahun 1999
menunjukkan tidak semua pasal dikecualikan bagi pelaku UMKM,
beberapa pasal seperti posisi dominan, monopoli dan monopsoni
memang tidak mungkin menjerat pelaku UMKM, dan beberapa pasal
seperti perjanjian penetapan harga,diskriminasi harga malah

menyebabkan persaingan dikalangan UMKM itu sendiri

Keywords : Usaha Kecil, Persaingan usaha, monopoli
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A.  PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan
Menengah atau UMKM adalah
salah satu pilar pembangunan
nasional. Hal ini
UMKM
merupakan kegiatan usaha

ekonomi
dikarenakan
yang mampu memperluas
lapangan kerja, memberikan
pelayanan ekonomi secara
luas  kepada masyarakat,
mendorong pertumbuhan

ekonomi, berperan dalam

mewujudkan stabilitas
nasional, serta berperan

dalam proses pemerataan dan

peningkatan pendapatan
masyarakat.
UMKM  telah mampu

membuktikan  eksistensinya
dalam perekonomian  di
Indonesia. Ketika badai krisis
moneter melanda Indonesia
di tahun 1998, Usaha kecil
dan sektor riill mampu
bertahan dan menopang roda

perekonomiarn bangsa

[234]
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Indonesia. Karena posisi yang
strategis tersebut,
pemerintah memberikan
dukungan dan  perlindungan
bagi UMKM melalui melalui
Undang-Undang Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah,

Sementara itu  di
penghujung tahun 2015 kita
telah memasuki Masyarakat
ASEAN,  dengan
Indonesia  untuk
dalam MEA

maka kran perdagangan bebas

Ekonomi
setujunya
bersama-sama

semakin terbuka lebar, arus
bebas barang, jasa, investasi,
modal dan tenaga kerja yang
diakibatkan bebas
menghadirkan kekhawatiran

pasar

tersendiri  bagi
pihak terutama bagi UMKM,
dikhawatirkan UMKM ini akan
kalah  dalam  persaingan
bebas, padahal UMKM telah

beberapa

; '- " TISH G 14 SEPIENBER 2016

menyerap tenaga kerja lebih
besar dibanding usaha besar.
Untuk menjamir
adanya persaingan yang sehat
sehat, efektif dan efisien
serta melindungi setiap
pelaku wsaha dan melindungi
kepentingan umummaka
pemerintah telah menyiapkan
undang-undang No, 5 Tahun
1999 tentang
Praktek Monopoli dan
Persaingan  Usaha  Tidak
Sehat. Di sisi lain Pasal 50 (h)
UU No. 5 Tahun 1999

mengecualikan pelaku usaha

Larangan

yang tergolong usaha kecil*.
Dalam hal ini pengecualian
terhadap usaha kecil dalam

“UU No. 5 Tahun 1999
memang hanya menyebutkan Usaha
Kecil saje, dikarenakan pada saat UU
Ne. 51999 ini dibuat undang-undang
yang berlaku bagi Usaha kecil ada
UU. No. 9 Tahun 1995 tentang usaha
Kecil. UU tentang UMKM baru muncul
sekitar tahun 2008 menggantikan UU
No. 9 Tahun 1995. Sehingga penulis
kadang menggunakan istitah Usaha
Kecil atau UMKM untuk menyesuaikan
dengan undang-undang yang ada saat
ini

[235]
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UU No.5 Tahun 1999 bisa jadi
dikategorikan sebagai bentuk

keberpihakan terhadap usaha
kecil.  Perlindungan  yang
diberikan dapat berdampak
pada matinya persaingan
mengingat pelaku usaha kecil
dapat melakukan kegiatan
monopoli atau, kegiatan lain
yang dilarang undang-undang
walaupun jumlah

pendapatannya lebih kecil di

bandingkan dengan pelaku

usaha menengah dan besar.®

Oleh karena

dikaji

perlindungan Hukum pada

UMKM

persaingan Usaha ?

B. Perlindungan bagi
UMKM dalam Hukum
Persaingan Usaha

1. Asas UU No. 5 Tahun

1999

ity menank
untuk bagaimana

menurut Hukum

BHikmante Juwana:  2002;
Hokum  Ekonomi dan  Hukum
Internasional; Cet I: Lentera Hati;
Jakarta; h. 61-62
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Landasan filosofis
yang diinginkan UU No. 5
1999 adalah untuk

mencapai

Tahun
kesejahteraan
rakyat, sedangkan landasan
yuridisnya adalah Pancasila
dan UUD 1945 undang-undang
adalah

kesempatan

ini  dibuat untuk
menciptakan
yang sama bagi setiap warga
negara untuk berpartisipasi
dalam iklim usaha yang sehat,
efektif dan efisien. sehingga
dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi dan
bekerjanya mekanisme pasar

yang wajar, sehingga tidak

menimbulkan pemusatan
kekuatan dengan tidak
terlepas dari kesepakatan

terhadap perjanjian
internasional. UU No. 5 Tahun
1999 berasaskan pada
demokrasi ekonomi
sebagaimana tercantum
dalam pasal 2; Hal ini sesuai

dengan cita-<cita dan amanat

[236]
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Pancasila dan UUD

Ditetapkan asas

1945.
demokrasi
ekonomi dalam perekonomian
Indonesia, yang  berarti,
bahwa pelaku usaha Indonesia

dalam menjalankan kegiatan

usahanya harus
memperhatikan
keseimbangan antara

kepentingan pelaku usaha dan
kepentingan umum.
Pembicaraan tentang
demokrasi seringkali
ditujukan kepada demokrasi
dalam bidang politik. Hal ini
karena pengertian demokrasi
lebih  berkonotasi

politik kenegaraan.®® Secara

memang

yuridis konstitusional, bentuk
demokrasi merupakan
landasan pemerintahan
Republik Indonesia. Landasan

pokok demokrasi terakomodir

“Demokrasi  berasal  dari
penggalan kata lain, yaitu "demos”

vang berarti rakyat. Sedangkan
"kratein” berarti
memerintah /mengatur, Dengan
demikian demokrasi berarti

pemerintahan oleh rakyat

" FISHUNESA. 14 SEFTEMBER 2015

di sila ke empat Pancasila dan
batang tubuh UUD 1945,

Dalam perjalanannya prinsip

demokrasi menerobos

keseluruh kegiatan
masyarakat dan  negara,
Prinsip  kedaulatan rakyat
membawa konsekuensi bahwa
wewenang - memi}ih sistem

perekonomian yang akan

diterapkan  tidak  berada
ditangan Pemerintah,
melainkan ada di tangan

rakyat. Prinsip ini oleh
Soekarno dikatakan sebagai
demokrasi ekonomi.
Pemerintah bertugas

mengimplementasikan sistem
yang ditetapkan oleh rakyat
sebagaimana tertuang dalam
Konstitusi. Intinya agar sistem
ekonomi yang dijalankan oleh
negara dapat mendatangkan
kesejahteraan rakyat secara
keseluruhan.

]
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2. Tujuan UU No. 5 Tahun
1999

Secara garis besar ada
dua tujuan pokok yaitu dari
UU No. 5 Tahun 1999
yaitutujuan dibidang ekonomi
dan tujuan diluar
ekonomi.* Adapun yenag

termasuk  tujuan ekonomi
adalah

aman dan pasti kepada semua

membserikan  rasa

pelaku usaha dan masyarakal
dalam berusaha, dan
meningkatkan ekonomi
nasional, untuk mewujudkan
iklim usaha yang kondusif dan
adanya persaingan usaha yang
sehat, sehingga menjamin
adanya kepastian kesempatan
berusaha bagi pelaku usaha
besar, pelaku usaha
menengah dan pelaku usaha
mencegah

kecil, praktek

¥ Udin  Sitalahi, 2000,
Undang-undang Antimonopali
Indonesia : Peranen dan Fungsinya
dalam Perekonomian Indonesia.
Jurnal Hukurn Bisnfs. Vol 10.2003. H.
28
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monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat yang
ditimbulkan  oleh

usaha, terciptanya efektifitas

pelaku

dan efisiensi dalam berusaha.
sementara tujuan non
ekonomi  untuk menjaga
kepentingan umum,
memberikan rasa aman dan
pasti kepada semua pelaku
usaha dan masyarakat dalam
berusaha serta meningkatkan
ksejahteraan rakyat. Kalau
tujuan  ekonomi  tercapai
yaitu meningkatkan ekonomi
nasional, maka tujuan diluar
ekonomi juga akan tercapai,
yaitu meningkatkan
kesejahteraan

rakyat.Disinyalir pada saat
pembentukan undang- ini
terdapat tarik menarik antara
pihak yang pro pertumbuhan
dan pro pemerataan sehingga
tujuan UU No. 5 Tahun 1999
berdimensi ganda.Di

beberapa negara, tujuan

[238]

undang-undang  persaingan
usaha ada yang
mengedepankan efisiensi, ada
pula yang mengedepankan
kesejahteraan publik, dan
kedua tujuan tersebut sering
bertabrakan dalam
implementasinya,®

3. Perlindungan terhadap

Pelaku Usaha Kecil dalam

UUNo. 5 Tahun 1999
Kerangka UU No. 5

Tahun 1999 dibagi atas 10
Bab, dan 53 pasal. Dengan
masing masing Bab terdiri
atas ; Bab | yaitu ketentuan
umum Bab |l yaitu asas dan
tujuan, Bab Il perjanjian
yang dilarang. Bab IV
kegiatan yang dilarang . Bab
V Posisi Dominan. Bab VI
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha. Bab VIII Tata cara
penanganan perkara. Bab VI

¥lwantono,. Sutrisno 2005,
Filosofi dan Latar Belakang UU No. 5
Tahun 1999 (secara ekenomis) dan
Status/Kelembagaan, Wewenang dan
Tugas KPPU. Dalam Prosiding UU No.
5 Tahun 1999 dan KPPU

~ FEHRUNESK, 14 SEPTEMEER 206

sanksi. Bab IX Ketentuan
Lain. Bab X
Peralihan, terdapat 3 perilaku,

Ketentuan

bisnis yang diharamkan atau
dilarang yaitu perjanjian yang
dilarang,  kegiatan  yang
dilarang, posisi Dominan.
1. Perjanjian yang dilarang
Salah- satu yang diatur
oleh UU No. 5 Tahun 1999
adalah dilarangnya perjanjian
tertentu yang dianggap dapat
menimbulkan praktek
monopoli atau persaingan
usaha tidak sehat. Perjanjian
yang dimaksud dalam undang-
undang ini tidak berbeda
dengan pengertian perjanjian
pada umumnya, yakni
sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1313 KUH Perdata yaitu
suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih,
sungguhpun  mungkin  sulit

dibuktikan, Adapun yang

P e U

[239]

a. oligopoli

e =3
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termasuk dalam perjanjian
yang terlarang adalah:

pelaku usaha
patut diduga melakukan
penguasaan produksi atau
pemasaran apabila satu
atau beberapa kelompok
pelaku usaha menguasai
75% pangsa pasar atau
jenis barang Lertentu,
ketentuan menguasai
pangsa pasar 75% tidak
mungkin bagi pelaku usaha
kecil untuk melakukan

oligopoli meskipun UU No.

5 Tahun 1999
mengecualikan apalagi
barang vyang  biasanya
diperdagangkan  dipasar

oligopoli adalah barang
homogen misal bensin,
minyak mentah, tenaga
listrik, batu bara, kaca,
bahan bangunan, pupuk,

pipa baja.

. Penetapan harga atau

price,penetapan harga
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dapat menguntungkan
pelaku usaha kecil jika
terjadi antara produsen
dan  distributor  atau
pengecer, namun jika
terjadi sebaliknya maka

ESACE

menyebabkanposisi

dominan dan cenderung
dapat mengontrol harga
(price fixing) dan juga
dapat menumbuhkan
oligopoli. pengecualian ini

~ FISHUNESR, 14 SEFTEMBER 2016
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atau kebijakan industrial

atau agrikultur.®

. kartel (Pasal 11), Kkartel.

biasanya dilakukan oleh
asosiasi perusahaan atau
koperasi, sehingga kartel

h. Intergrasi Vertikal (Pasal

14) tidak dapat dilakukan
oleh usaha kecil karena
tidak mehenuhi syarat
yang dianut Pasal 14 ini

perjanjian dengan pihak

akan mengakibatkan tidak bisa diambil oleh ini dapat juga dilakukan luar negeri dapat
tingginya  harga  jual pelaku usaha kecil karena oleh pelaku usaha kecil dilakukan Pelaku UMKM,
ditingkat pengecer (yaitu perbuatan ini biasanya yang tergabung dalam sayangnya penjelasan

usaha kecil) dan
konsumen.

. Pasal 6 dan 7, perjanjian
dikriminasi  harga, dari

ditentukan oleh pelaku
usaha yang selevel untuk
diterapkan pada pelaku
usaha yang tidak selevel.

koperasi.

. Pasal 12 dan 13 adalah

trust dan oligopsoni. trust
dan oligopsonitidak dapat

pasal ini jug:a tidak begitu
jelas.

2. Perbuatan yang dilarang
Sementara itu perbuatan yang

sudut ekonomi diskriminasi . perjanjian membagi dilakukan oleh pelaku dilarang dalam hukum
harga dapat wilayah atau alokasi pasar usaha kecil di karenakan persaingan  usaha  adalah
menguntungkan, misal barang/jasa, bagi pelaku anggota trust diikat oleh sebagai berikut :

diskriminasi harga dapat
digunakan untuk
mendorong sebuah pabrik
kecil untuk melakukan
produksi dengan kapasitas

usaha kecil pembagian
wilayah bisa jadi
menguntungkan karena
akan dapat menguatkan
pelaku usaha kecil,

perusahaan besar,
oligopsoni sulit dilakukan
karena jumlah mereka
yang banyak, andaikata
terjadipun akan

a. Pasal 17 Monopoli, syarat

monopoli adalah
penguasaan  atas  50%
pangsa pasar,” sangat

kecil kemungkinan apabila

penuh sehingga mungkin dimana pertimbangan mengakibatkan persaingan usaha kecil dapat
produksi  besar  dapat sosio-ekonomis lebih tidak sehat antara menguasai  50% pangsa
dicapai. dipentingkan  dibanding pengusaha kecil sendiri. pasar dalam produksi atau
. perjanjian penetapan pertimbangan  efisiensi, pemasaran barang atau
’ ! “Hansen, Knud dkk; 2005;
harga dibawah harga pasar seperti pengangguran, Undang-undane  Larangan  Praktek
d : y Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak ®Elyta Raas Ginting.Hukum
atau HMpIng dapat Sehat; GIZT Dbekerjasama dengan Anti Monopoli Indonesia: Cet |2 Citra

Penerbit Katalis: Jakarta;H. 125 Aditya Bhakti; Bandung H. 34

[240] [241]
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jasa yang belum ada
subsitusinya.

. Pasal 18 Monopsoni, sama
tidak
bisa dilakukan

dengan  monopoli
mungkin

oleh UMKM
. Pasal 19  Penguasaan
Pasar, penguasaan pasar
bukan perbuatan yang
melanggar undang-
undang, tetapi penguasaan
pasar yang disalah
gunakan untuk maksud
monopoli atau melakukan
praktek perdagangan tidak

sehat itu yang dilarang.

Sebenarnya  pasal  ini
mubazir, sebab
penguasaan pasar
unsurnya sama dengan
penyalahgunaan posisi

diatur
dalam bab V pasal 25.
. Pasal 20-21 dapat berupa

dominan  yang

predatory princing, price
war/price  competition,

penetapan biaya produksi

[242]
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secara curang. Dapat
dilakukan oleh usaha kecil
namun menimbultkan
persaingan  curang  di
lingkungan usaha kecil.

e, Pasal 22-24
Persekongkolan,
kerjasama yang dilakukan
oleh pelaku usaha dengan
pelaku usaha lain dengan
maksud untuk menguasai
pasar bagi kepentingan
pelaku usaha yang
bersekongkol
Persekongkolan ini dapat
pula  ditujukan  pada

pelaku usaha dengan yang

bukan  pelaku  usaha.
Persekongkolan dapat
dilakukan oleh pelaku

usaha kecil

3. Posisi  Dominan  yang
terdiri dari jabatan
rangkap (Pasal 26),
pemilikan saham (Pasal
27), penggabungan

peleburan dan pengambil

alihan (Pasal 28 & 29).
Secara umum pelaku usaha
dikatakan memiliki posisi
dominan jika satu atau
satu  kelompok pelaku
usaha menguasai  50%,
atay dua atau tiga pelaku
usaha atau kelompok
pelaku -usaha 75% ebih
pangsa pasar ‘satu jenis
barang atau jasa tertentu,
Dengan berbagai
keterbatasan usaha kecil
maka untuk mendapatkan
posisi dominan yang
dipersyaratkan yaitu

menguasai 50% pasar atau

75% pasar bersangkutan
sangat sulit untuk
dilakukan, sehingga

pengecualian bagi pelaku
usaha kecil untuk posisi
dominan ini tidak dapat
dilakukan.
C.  PENUTUP
Dapat disimpulkan

bahwa pengaturan
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dikecualikannya pelaku usaha
kecil dapat mengakibatkan
pelaku

persaingan sesama

usaha kecil karena usaha
kecil bukan saingan dari
usaha besar, beberapa pasal
lain tidak dapat dilanggar
oleh pelaku usaha kecil
karena posisi yang berbeda
dengan yang cfisyaratkan uu
No. 5 Tahun 1999. Mestinya
undang-undang harus memuat
bahasa yang jelas agar tidak
menimbulkan ketidakpastian
dan inkonsisten dalam tubuh
undang-undang tersebut
sebagaimana vyang terjadi
pada Pasal 50 (h).
Pengecualian terhadap pelaku

usaha kecil dalam UU No. 5

Tahun 1999 perlu
mendapatkan penjelasan
lebih lanjut, tidak hanya

mengacu pada UU No. 9
Tahun 1995 tentang pelaku
usaha kecil atau sekarang UU.
No 20 Tahun 2008 tentang
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Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, persoalan bagi
UMKM adalah bagaimana
memberdayakan UMKM agar
lebih  kuat bukan hanya
memberikan pengecualian
dalam  persaingan  bebas.
Pemberdayaan pelaku usaha
kecil dalam persaingan usaha
tidak hanya menjadi garapan
DPR dan Pemerintah saja,
namun KPPU sebagai lembaga
pengawas undang-undang
persaingan usaha mempunyai
tanggungjawab yang besar
yaitu melakukan penilaian
terhadap semua perjanjian
dan / atau kegiatan yang
dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha
tidak sehat.
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